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Abstrak 

Tulisan ini menganalisis kebijakan yang 

dapat diusulkan terkait importasi teh dalam 

rangka mengembalikan kinerja teh Indonesia 

yang lebih baik dan kompetitif. Metode yang 

digunakan adalah analisis prospektif. Dari hasil 

analisis, kebijakan yang dapat diusulkan adalah 

kenaikan tarif bea masuk dan non tariff barriers. 

Kebijakan non-tariff barriers yang diusulkan 

adalah pengaturan importasi melalui pengaturan 

importir produsen, penggunaan kemasan berba-

hasa Indonesia, dan importir tertentu untuk teh 

sebagai bahan jadi serta kebijakan verifikasi 

penelusuran teknis impor (VPTI) terhadap 

importasi semua produk teh dengan spesifikasi 

teknis untuk serat kasar (b/b) maksimum 

sebesar 15 persen dan ekstrak dalam air (b/b) 

minimum sebesar 33 persen (SNI) dan 

sertfikasi halal. 

Kata kunci: kebijakan, impor, teh  

Abstract 

This paper analyzes a posibility of a 

proposed policy on the importation of tea that 

can increase performance and competitiveness 

of Indonesia tea. The method used was pros-

pective analysis method. The analysis revealed 

that the proposed policy is to increase import 

duty tariffs and non-tariff barriers. Policies 

proposed on non-tariff barriers are import 

controls by constructive a regulation on pro-

duct importer, Indonesian packaging label, and 

certain importers for importation of tea as an 

ingredient and formulation on technical 

verification (VPTI) for all importation of tea 

products containing specified information in 

maximum crude fiber content of 15% and 

minimum of 33% extract in water (w/w) as 

indicated in SNI. 

Keywords: policy, import, tea 

PENDAHULUAN 

Teh merupakan salah satu komoditas 

perkebunan Indonesia yang telah dikem-

bangkan sejak tahun 1860. Walaupun ter-

kenal sebagai negara pengekspor teh, Indo-

nesia juga dikenal sebagai pengimpor teh 

yang nilainya semakin meningkat dari 

tahun ke tahun. Pada tahun 2011, Indonesia 

menempati peringkat ke-8 sebagai negara 

penghasil teh dengan total nilai produksi 

mencapai USD 151,4 juta atau 142,4 ribu 

ton (FAO Statistics). 
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Selama tahun 2000-2011, produksi 

teh Indonesia mengalami penurunan rata-

rata 1,1%. Terpuruknya produksi teh Indo-

nesia disebabkan beberapa faktor, seperti 

kurang konsistennya mutu produk yang 

menyebabkan rendahnya harga teh Indo-

nesia, penurunan luas areal, dan masih 

rendahnya tingkat konsumsi teh penduduk 

Indonesia. Hal ini menyebabkan turunnya 

minat menanam teh.  

Sementara itu, konsumsi teh Indo-

nesia meningkat rata-rata 7,2% per tahun 

selama 2007-2012. Hal tersebut mengindi-

kasikan bahwa kenaikan konsumsi tidak 

diimbangi dengan kenaikan produksi se-

hingga menyebabkan peningkatan impor 

teh dan juga penurunan ekspor teh 

Indonesia. 

Nilai ekspor teh Indonesia selama 

2007-2012 naik rata-rata 2,59% per tahun. 

Selama periode Januari-Juni 2013, nilai 

ekspor teh naik 8,03% dari periode yang 

sama tahun sebelumnya (YoY) menjadi 

sebesar USD 122,64 juta. Sedangkan dari 

sisi volume ekspor, teh Indonesia meng-

alami penurunan. Volume ekspor teh Indo-

nesia selama 2007-2012 turun rata-rata 

4,67% per tahun, dan selama Januari-Juni 

2013 turun 4,17% dari periode yang sama 

tahun sebelumnya (YoY) menjadi 35,49 

ribu ton. 

Nilai impor teh Indonesia masih 

meningkat pada periode 2007-2012. Selama 

lima tahun terakhir, nilai impor teh naik 

rata-rata 27,67% per tahun. Selama Januari-

Juni 2013, nilai impor teh naik 9,3% diban-

ding periode yang sama tahun sebelumnya 

yang mencapai USD 16,09 juta. 

Selama ini, terhadap importasi teh 

hanya dikenakan tarif bea masuk, yaitu 

pajak yang dikenakan atas barang yang 

diangkut dari sebuah kekuasaan politik ke 

suatu wilayah lain (Taryana Sunandar, 

1996). Kebijakan impor selain tarif bea 

masuk yang dapat diterapkan adalah kebi-

jakan penerapan angka pengenal impor dan 

kebijakan verifikasi penelusuran teknis 

impor. Kebijakan terkait angka pengenal 

impor tersebut mengacu pada Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 27/M-

DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ang-

ka Pengenal Importir (API). 

Tingginya impor teh dibandingkan 

ekspornya dan rendahnya bea masuk atas 

importasi teh menyebabkan hasil produksi 

dan mutu teh yang dihasilkan menurun. 

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini 

menjawab bagaimana kebijakan yang tepat 

yang harus diusulkan terkait importasi teh 

dalam rangka mengembalikan kinerja teh 

yang lebih baik dan kompetitif. 

BAHAN DAN METODE 

Data yang digunakan dalam analisis 

ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari hasil diskusi melalui Focus 

Group Discussion (FGD) di Dewan Teh 

Indonesia (DTI) tahun 2012. 

Metode analisis prospektif (CRIEC, 

2002) digunakan untuk menentukan faktor-

faktor dan kebijakan kunci dalam mem-

percepat pengembangan agribisnis teh di 

Indonesia. Beberapa tahap yang dilakukan 

dalam melakukan analisis prospektif ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendefinisikan sistem agribisnis teh 

nasional dan lingkupnya. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor dan 

mendefinisikannya. 
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3. Mendiskusikan faktor-faktor yang ber-

pengaruh terhadap sistem agribisnis teh 

nasional. 

4. Melakukan analisis keterkaitan antar-

faktor (langsung dan tidak langsung). 

5. Menentukan faktor penentu (yang me-

miliki pengaruh tinggi, namun keter-

gantungannya terhadap faktor lain 

kecil). 

6. Memetakan pengaruh dan ketergan-

tungan dari faktor-faktor yang berpe-

ngaruh terhadap sistem agribisnis teh 

nasional. 

7. Melakukan analisis kondisi faktor di 

masa depan. 

8. Menentukan skenario (kondisi faktor) 

yang paling mungkin terjadi di masa 

depan. 

9. Menganalisis implikasi skenario ter-

hadap sistem. 

10. Merumuskan kebijakan-kebijakan agar 

dampak positif terealisasi dan sebalik-

nya dampak negatif dapat diantisipasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Faktor-faktor yang berpengaruh terha-

dap sistem agribisnis teh nasional 

Hasil FGD telah mengidentifikasi se-

puluh faktor yang mempengaruhi pengem-

bangan agribisnis teh nasional. Dari sepu-

luh faktor tersebut kemudian diidentifikasi 

faktor-faktor kuncinya, yaitu faktor yang 

berpengaruh sangat kuat (influence) dalam 

percepatan pengembangan agribisnis teh 

nasional namun memiliki ketergantungan 

yang rendah terhadap faktor lainnya atau 

lebih independent.  

Penentuan faktor kunci dilakukan 

dengan menggunakan analisis keterkaitan 

antarfaktor. Hasil analisis keterkaitan antar-

faktor disajikan pada Gambar 1. Dari gam-

bar tersebut diketahui bahwa dari kesepuluh 

faktor yang berpengaruh terhadap perce-

patan pengembangan agribisnis teh nasional 

ternyata hanya terdapat empat faktor kunci, 

yaitu: (1) pajak pertambahan nilai (PPN), 

(2) insentif investasi, (3) harmonisasi tarif 

impor, dan (4) konsistensi dukungan peme-

rintah. Keempat faktor tersebut merupakan 

faktor-faktor kunci karena memiliki penga-

ruh total yang tinggi, namun ketergan-

tungannya pada faktor lain yang rendah. 

Dengan demikian, percepatan pengembang-

an agribisnis teh nasional betul-betul sangat 

bergantung kepada kebijakan dan political 

will dari pemerintah Indonesia.  

Karena PPN pada teh telah dievaluasi 

dan telah diberlakukan 0% untuk pucuk 

segar teh, teh hijau, dan teh hitam berda-

sarkan PP Nomor 7 Tahun 2007, maka fo-

kus perbaikan kebijakan agribisnis teh 

nasional akan difokuskan pada kebijakan 

perdagangan, khususnya kebijakan im-

portasi teh, usulan harmonisasi tarif impor 

teh Indonesia agar minimal sama dengan 

tarif yang dikenakan oleh negara-negara 

yang mengekspor teh ke Indonesia 

(harmonisasi tarif impor teh). 

Perkiraan kondisi faktor dalam lima 

tahun mendatang berdasarkan analisis pros-

pektif disajikan pada Tabel 1. Di antara fak-

tor-faktor kunci tersebut, tampaknya kon-

sistensi dukungan pemerintah terhadap 

agribisnis teh nasional merupakan faktor 

yang sulit diperkirakan sehingga menuntut 

peran Dewan Teh Indonesia agar selalu ber-

komunikasi dan mengingatkan pemerintah 

agar terus memberikan dukungannya untuk 

kemajuan agrisbisnis teh nasional meng-

ingat peran dari subsektor ini yang cukup 

strategis khususnya pada aspek lingkungan 

sosial dan ekologi. 
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Usulan kebijakan importasi 

teh Indonesia 

Rendahnya tarif bea masuk untuk 

impor teh semakin menambah lajunya im-

portasi teh ke Indonesia. Saat ini, tarif bea 

masuk teh sebesar 5%. Besaran ini tidak 

pernah berubah sejak tahun 2006. Diban-

dingkan India dan Cina di mana tarif bea 

masuk terhadap teh masing-masing sebesar 

114% dan 100%, bahkan Turki menetapkan 

bea masuk impor teh sebesar 145%, Indo-

nesia merupakan negara yang memberlaku-

kan bea masuk impor teh terkecil diban-

dingkan negara-negara tersebut termasuk 

Kenya, Malawi, dan Jepang (Tabel 2). 

Penerapan besaran tarif bea masuk 

impor teh Indonesia diterapkan sama baik 

untuk barang bahan baku maupun barang 

jadi, begitu juga dengan beberapa negara 

lain. Namun, tidak untuk Taiwan dan 

Jepang, di mana Taiwan menerapkan bea 

masuk untuk teh jenis bulk tea dan tidak di-

berlakukan untuk packaged tea product. 

Sementara itu di Jepang, bea masuk 

impor teh jenis packaged tea product lebih 

tinggi daripada untuk teh jenis bulk tea. 

 
 

 

GAMBAR 1 

Hasil analisis pengaruh antarfaktor. 

 

 

TABEL 1 

Beberapa kemungkinan kondisi faktor di masa depan 

No. Faktor Kemungkinan kondisi faktor di masa depan 

1. PPN Status quo 

2. Insentif investasi Akan diberlakukan 

3. Harmonisasi tarif impor  Akan diberlakukan 

4. Konsistensi dukungan pemerintah Tidak konsisten/sulit diperkirakan 

Gambaran Tingkat Kepentingan Faktor-Faktor yang 

Berpengaruh pada Sistem yang Dikaji

---------

HARMONISASI TARIF
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KUALITAS BAHAN BAKU DAN 
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(MANAJEMEN & INFRASTRUKTUR)
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Kebijakan perdagangan yang saat ini 

sangat dibutuhkan adalah instrumen kebi-

jakan untuk menurunkan laju impor teh di 

Indonesia untuk memberikan kesempatan 

pada subsistem on farm agar dapat disela-

matkan atau membuka sumbatan dalam ke-

terkaitan antara subsistem on farm dengan 

subsistem off farm. 

Pada tahun 2011, sebagian besar im-

por teh Indonesia masih dalam bentuk ba-

han baku (bulk tea atau teh curah yang >3 

kg) yang nilainya mencapai 96,9% dari to-

tal nilai impor teh Indonesia dan 99,5% dari 

total volume impor teh Indonesia. Oleh ka-

rena itu, teh sebagai bahan baku perlu di-

kenai kebijakan pembatasan impor teh. Dari 

hasil FGD, usulan kenaikan tarif bea masuk 

teh sebagai bahan baku adalah menjadi 25% 

dan untuk teh sebagai produk jadi usulan-

nya lebih tinggi lagi, yaitu sebesar 40% 

dengan pertimbangan tarif tersebut sesuai 

dengan bound tarif teh Indonesia di WTO. 

Besaran usulan tersebut didasarkan 

pada perbedaan unit value impor dan eks-

por, di mana unit value impor sekitar 75 

persen lebih tinggi dibandingkan unit value 

ekspor. Usulan kenaikan tarif bea masuk ini 

untuk mengantisipasi importasi teh yang 

berasal dari Sri Lanka dan Kenya. Kenaikan 

tarif bea masuk MFN ini tidak berlaku jika 

ada importasi dari Cina maupun Vietnam 

yang menggunakan tarif preferensi AC 

FTA maupun ATIGA. Sebagai gambaran, 

tarif bea masuk teh di Vietnam sebesar 50% 

dan jika menggunakan skema kerja sama 

preferensi ATIGA akan menjadi 0% pada 

tahun 2018. Pengalaman di Pakistan, kebi-

jakan peningkatan bea masuk teh berdam-

pak negatif terhadap jumlah importasi teh 

Pakistan (Khan dan Husain, 2011). 

Selain usulan kenaikan tarif bea ma-

suk MFN, untuk peningkatan mutu dan 

harga teh Indonesia, dapat juga diterapkan 

kebijakan sertifikat halal baik untuk teh 

sebagai bahan baku maupun sebagai produk 

jadi. Penerapan SNI wajib untuk teh dan 

sensory test assesment untuk teh impor 

yang dilakukan oleh Dewan Teh Indonesia 

atau Pusat Penelitian Teh dan Kina yang 

memiliki tea taster independent untuk me-

nilai layak tidaknya dari mutu organoleptik 

teh yang diimpor, serat kasar (b/b) mak-

simum sebesar 15 persen dan ekstrak dalam 

air (b/b) minimum sebesar 33 persen, 

evaluasi dari Badan Karantina serta Batas 

Maksimum Residu Pestisida berdasarkan 

SNI 7313-2008. 

Untuk penerapan SNI, Indonesia 

sampai saat ini belum menerapkan SNI 

untuk komoditas teh sebagai SNI wajib 

sehingga tidak wajib juga untuk produk-

produk teh impor. Diharapkan dengan pene-

rapan SNI secara wajib, tidak hanya produk 

impor yang harus menerapkan standar ter-

sebut, tetapi juga produk lokal. Yang men-

jadi permasalahan dalam penerapan SNI 

wajib ini adalah apakah teh hasil dari perke-

bunan rakyat mampu menerapkan SNI 

tersebut dan instansi mana yang mem-

punyai wewenang untuk memverifikasi 

pelaksanaan SNI.  
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TABEL 2 

Tarif bea masuk impor teh Indonesia dan beberapa negara 

Countries 

Import tariff 

Bulk tea 

090220, 090240 

Packaged tea product 

090210, 090230 

Indonesia 5% (AFTA ) 5% 

Sri Lanka 25% 25% 

China 
15% (MFN) 

100% (out of MFN) 

15% (MFN) 

100% (out of MFN) 

Kenya 25% 25% 

Malawi 
50% (black tea) 

10% (green tea) 

50% (black tea) 

10% (green tea) 

Jepang 
3% (black tea) 

17% (green tea) 

12% (packaged black tea) 

10% (instant tea) 

Taiwan 
17,6% (black & green tea) 

25% (oolong tea) 
 

Turkey 145% 145% 

Sumber: International Tea Committee (2006), Indonesian Tea Association (2007). 

 
 
 
 
 

Mohan (2012) menyatakan bahwa 

hambatan nontarif dapat meliputi aturan 

untuk asal barang dan ketelusuran barang. 

Aturan ini bisa lebih ketat untuk negara-

negara yang memiliki kerja sama perda-

gangan bilateral dan untuk industri dengan 

pengolahan lebih tinggi. Hambatan ini 

dapat juga berupa peraturan kesehatan dan 

keselamatan, pelabelan, dan standar ling-

kungan yang dikenakan oleh suatu negara. 

Hambatan nontarif harus menjadi prioritas 

yang jelas dalam kebijakan perdagangan 

masa depan dan dalam pembuatan kebi-

jakan domestik. 

Demikian pula Boza (2013) me-

nyatakan bahwa dalam dekade terakhir 

perdagangan internasional telah ditandai 

dengan pengurangan tarif. Namun, secara 

bersamaan telah terjadi peningkatan noti-

fikasi NTM ke WTO untuk kategori Trade 

Barriers to Trade (TBT) dan SPS. 

Kebijakan penerapan peraturan Batas 

Maksimum Residu Pestisida dapat efektif 

mengurangi impor teh. Wei (2012) menya-

takan bahwa dengan adanya peningkatan 

regulasi terkait standar (SPS, Batas Maksi-

mum Residu/BMR Pestisida), keselamatan 

teh di negara-negara pengimpor teh dari 

Cina signifikan mempengaruhi ekspor teh 

Cina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Batas Maksimum Residu Pestisida (mi-

salnya endosulfan, fenvalerate, dan flucy-

thrinate) yang diberlakukan oleh negara 

pengimpor telah mempengaruhi ekspor teh 

Cina. Peningkatan 1% pada pengetatan 

regulasi di negara impor teh asal Cina dapat 

mengakibatkan penurunan ekspor teh asal 

Cina sebesar 22%. Negara-negara importir 

teh Cina seperti Jepang dan Uni Eropa telah 

membatasi jumlah pestisida yang ada dalam 

teh. Korea dan Sri Lanka juga mulai mene-

tapkan maximum residu level (MRL) untuk 

importasi teh dalam beberapa tahun 

terakhir. Kebijakan dari negara-negara 

pengimpor ini telah memberikan kontribusi 

terhadap penurunan tingkat pertumbuhan 
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ekspor teh Cina. Sebaliknya, negara-negara 

Afrika dan negara-negara Asia lainnya 

tidak memiliki peraturan keselamatan pa-

ngan yang spesifik pada teh dan mereka 

telah menjadi importir utama teh Cina. 

Penerapan standar ini di Indonesia 

sangat penting mengingat bahwa importasi 

teh biasanya dilakukan untuk dicampur 

dengan teh lokal sebagai bahan baku pro-

duksi atau untuk diekspor kembali. Namun, 

yang menjadi permasalahan adalah bahwa 

teh yang akan digunakan sebagai pencam-

pur yang diimpor ini seringkali adalah teh 

yang memiliki kualitas di bawah produk lo-

kal, sehingga teh yang dihasilkan kualitas-

nya kurang bagus dan pada saat diekspor 

harganya menjadi turun serta kepercayaan 

akan produk teh Indonesia menurun dan 

merugikan citra teh Indonesia. Penerapan 

standar tidak hanya untuk teh sebagai bahan 

baku, baik teh hitam maupun teh hijau, teta-

pi juga harus diterapkan pada teh sebagai 

barang jadi, yaitu teh wangi, teh siap saji, 

dan teh siap minum. Untuk produk jadi, 

diusulkan agar dipersyaratkan juga penggu-

naan kemasan yang berlabel bahasa 

Indonesia.  

Selain kebijakan tarif bea masuk dan 

standar, pengaturan importasi teh dapat di-

lakukan melalui importir produsen (pro-

dusen yang mengimpor teh sebagai bahan 

baku produksi) dan importir umum (yang 

boleh mengimpor teh sebagai barang jadi-

/barang konsumsi). Dari pengaturan ini, di-

harapkan importasi teh sebagai bahan baku 

hanya dilakukan oleh produsen pengolah 

teh dan tidak diperjualbelikan secara retail. 

Begitu pula untuk teh sebagai produk jadi, 

importasi hanya dapat dilakukan oleh im-

portir tertentu dengan persyaratan penggu-

naan kemasan yang berlabel bahasa Indone-

sia. Regulasi teknis lainnya seperti penga-

turan pelabuhan tertentu sebagai pintu 

masuk importasi teh juga bisa menjadi 

alternatif. 

Untuk mendukung kebijakan pene-

rapan standar atas teh impor yang diguna-

kan sebagai bahan baku, dapat diterapkan 

kebijakan verifikasi atau penelusuran teknis 

impor (VPTI). Kebijakan ini bertujuan un-

tuk mencegah penyimpangan, dalam hal ini 

untuk mencegah ketidaksesuaian adminis-

trasi dan ketidakbenaran barang dalam pro-

ses importasi dan sebagai upaya untuk me-

lindungi kesinambungan pembangunan 

ekonomi di Indonesia dengan tujuan antara 

lain meminimalisasi kegiatan penyelundup-

an, baik fisik maupun dokumen, menghin-

dari kerugian yang dialami industri dalam 

negeri akibat masuknya barang-barang im-

por yang melimpah di pasaran interna-

sional, mempertahankan iklim usaha yang 

kondusif, meningkatkan upaya perlindung-

an konsumen, menciptakan iklim persaing-

an usaha yang sehat serta tertib administrasi 

impor, mengurangi penyimpangan pernya-

taan barang (misdeclaration) secara berta-

hap dan mencegah adanya ketidaksesuaian 

kualitas/spesifikasi barang yang diimpor. 

Kebijakan verifikasi teknis dilakukan 

di negara asal atau pelabuhan muat sebelum 

pengapalan dilakukan oleh surveyor inde-

penden yang ditetapkan oleh Menteri Per-

dagangan sebagaimana tertuang dalam Ke-

putusan Menteri Perdagangan Nomor: 

1324/M-DAG/KEP/12/2010 tentang Pene-

tapan Surveyor sebagai Pelaksana Verifi-

kasi atau Penelusuran Teknis Impor Produk 

Tertentu. Tugas dari surveyor ini adalah 

melakukan verifikasi atau penelusuran tek-

nis impor produk tertentu yang meliputi 

data atau keterangan mengenai negara asal 

muat produk tertentu, spesifikasi impor 

produk tertentu yang mencakup nilai, 
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jumlah, jenis barang, pos tarif atau nomor 

HS dan uraian impor produk tertentu, waktu 

pengapalan dan pelabuhan tujuan. Setelah 

pelaksanaan verifikasi, surveyor wajib me-

nerbitkan laporan surveyor (LS) sebagai 

dokumen yang akan digunakan oleh Impor-

tir sebagai dokumen untuk menyelesaikan 

kewajiban kepabeanan dalam rangka impor. 

KESIMPULAN 

Nilai impor teh Indonesia meningkat 

tajam. Selama tahun 2007-2012, nilai impor 

teh naik rata-rata 27,67% per tahun.  

Kebijakan perdagangan yang saat ini 

sangat dibutuhkan adalah instrumen kebi-

jakan untuk menurunkan laju impor teh 

Indonesia untuk memberikan kesempatan 

pada subsistem “on farm” agar dapat dise-

lamatkan atau membuka sumbatan dalam 

keterkaitan antara subsistem on farm de-

ngan subsistem off farm dan melindungi teh 

dalam negeri dan untuk mendapatkan bahan 

baku impor yang berkualitas tinggi. 

SARAN 

Kebijakan yang dapat diusulkan ada-

lah menaikkan tarif bea masuk atas impor-

tasi teh baik sebagai bahan baku maupun 

produk jadi di mana untuk barang jadi harus 

lebih besar daripada 5%, pengaturan impor-

tasi melalui pengaturan importir produsen 

yang diberikan kepada perusahaan yang 

melakukan impor barang atau bahan baku 

untuk dipergunakan sendiri sebagai bahan 

baku atau bahan penolong untuk mendu-

kung proses produksi. 

Importir tertentu untuk importasi teh 

sebagai bahan jadi dengan penggunaan 

kemasan berbahasa Indonesia.  

Di samping itu, guna mendapatkan 

bahan baku teh dengan kualitas yang tinggi 

diusulkan agar dilaksanakan kebijakan veri-

fikasi penelusuran teknis impor (VPTI) ter-

hadap importasi semua produk teh dengan 

spesifikasi teknis untuk serat kasar (b/b) 

maksimum sebesar 15 persen dan ekstrak 

dalam air (b/b) minimum sebesar 33 persen 

(diterapkannya SNI teh). Di samping itu, 

juga dapat diterapkan importasi harus 

melampirkan sertifikasi halal. 
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